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TAHUN : 2020 NOMOR : 16 

 

PERATURAN WALI KOTA CILEGON 

NOMOR 16 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 88 TAHUN 

2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH       

TAHUN ANGGARAN 2020 

 
DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA CILEGON, 

Menimbang:   a. bahwa sehubungan dengan penyebaran Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) cenderung mengalami peningkatan dari 

waktu ke waktu dengan menimbulkan korban jiwa dan 

kerugian material yang lebih besar dan juga berimplikasi pada 

aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta 

untuk mempercepat penanganan dampak penularan Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) diperlukan langkah 

penganggaran yang cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis 

antar perangkat daerah di Kota Cilegon;  

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 4 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 

Lingkungan Pemerintah Daerah;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 

Cilegon tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota 

Cilegon Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja  Daerah Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat ... 
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Mengingat:   1.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Cilegon  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3828); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara  Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 

5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan ... 
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9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5430); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan ... 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4614 ); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 4972 ) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6177); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5272); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

6178); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6279); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

23. Peraturan ... 
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23. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden 

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

24. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19); 

25. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) Sebagai Bencana Nasional; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

dirubah dengan  Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor   13   Tahun   2006   tentang   Pedoman   

Pengelolaan   Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran 

dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang 

Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta 

Tata Cara Pengembaliaan Tunjangan Komunikasi Intensif dan 

Dana; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 15); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

31. Peraturan ... 
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31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

33. Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2020 tentang 

Pengunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Untuk 

Penanganan Penyebaran COVID-19 Beserta Dampak 

Ekonominya Bagi Masyarakat di Provinsi Banten (Berita Daerah 

Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 16); 

34. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon    

(Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5); 

35. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon 

Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 

Nomor 7); 

36. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2019 Nomor 8); 

Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta 

Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 

tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya 

Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional; 

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di 

Lingkungan Pemerintah Daerah; 

4. Keputusan Gubernur Banten Nomor: 978/kep.135-Huk/2020 

tentang Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus 

Kepada Kabupaten/Kota SeProvinsi Banten Tahun Anggaran 

2020 Untuk Penanganan COVID-19; 

5. Surat …  
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5. Surat Pendapat Hukum (LO) tentang Pergeseran Anggaran 

APBD Kota Cilegon T.A. 2020 untuk pembiayaan            

penanganan Corona Virus Disease 2019 nomor : B-

982/M.6.15/Pdt/04/2020, tanggal 22 April 2020; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :   PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 88 TAHUN 2019 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  DAN  

BELANJA  DAERAH  TAHUN  ANGGARAN 2020. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Wali Kota Cilegon 

Nomor 88 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Cilegon 

Tahun 2019 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan : 

a. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 88 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 Nomor 3); 

b. Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Kedua Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 88 

Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 

2020 Nomor 4);  

diubah sebagai berikut :  

1. Semula Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah yang 

bersumber dari Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 

Pemerintah Daerah lainnya tidak dialokasikan menjadi sebesar 

Rp. 45.000.000.000,00 

2. Semula Anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar               

Rp. 2.000.000.000,00 menjadi Rp. 74.572.002.534,00 dari 

alokasi Bantuan Keuangan Provinsi sebesar                             

Rp. 45.000.000.000,00 dan Penjadwalan Ulang Capaian Program 

dan Kegiatan sebesar Rp. 27.572.002.534,00 

3. Hasil dari Penjadwalan Ulang Capaian Program dan Kegiatan 

terdiri dari:  

a. Pada Dinas Pendidikan yang terdiri dari: 

1) Semula belanja kegiatan Rapat- rapat kordinasi dan 

konsultasi dalam dan luar daerah sebesar                             

Rp. 120.000.000,00 menjadi Rp. 84.900.000,00 

2) Semula … 
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2) Semula belanja kegiatan Pelatihan Kelembagaan Pengelola 

PKBM TBM LKP dan PAUD sebesar Rp. 233.100.000,00 

menjadi tidak dialokasikan. 

3) Semula belanja kegiatan Pembangunan Lapangan Olahraga 

SMPN sebesar Rp. 1.000.000.000,00 menjadi tidak 

dialokasikan. 

4) Semula belanja kegiatan Penyelenggaraan dan Pembekalan 

Calon Peserta PPG sebesar Rp. 425.900.000,00 menjadi 

Rp. 20.900.000,00 

b. Pada Dinas Kesehatan terdiri dari: 

1) Semula belanja kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan 

konsultasi dalam dan luar daerah sebesar                         

Rp. 614.821.290,00 menjadi Rp. 491.857.032,00 

2) Semula belanja kegiatan Evaluasi Capaian Data 

Pembangunan Kesehatan Kota Cilegon sebesar                      

Rp. 145.280.000,00 menjadi Rp. 117.470.200,00 

3) Semula belanja kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Data 

Pembangunan Sektoral sebesar Rp. 269.278.300,00 

menjadi Rp. 246.064.400,00 

4) Semula belanja kegiatan Fasilitasi Publikasi dan 

Advertorial Pembangunan Kesehatan sebesar                           

Rp. 620.432.700,00 menjadi Rp. 307.955.000,00 

5) Semula belanja kegiatan Penyelenggaraan Layanan Koneksi 

Jaringan Komunikasi Digital di Lingkungan UPT Dinas 

Kesehatan Kota Cilegon sebesar Rp. 600.000.000,00 

menjadi Rp. 303.226.000,00 

6) Semula belanja kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Sistem Informasi Kesehatan sebesar Rp. 347.504.600,00 

menjadi tidak dialokasikan. 

7) Semula belanja kegiatan Peningkatan Kesehatan Dasar 

sebesar Rp. 100.000.000,00 menjadi Rp. 57.607.000,00 

8) Semula belanja kegiatan Lomba Tenaga Kesehatan Teladan 

sebesar Rp. 80.000.000,00 menjadi Rp. 10.750.000,00 

c. Dinas Pekerjaaan Umum dan Tata Ruang Terdiri dari : 

1) Semula belanja kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan 

Konsultasi Dalam dan Luar Daerah sebesar                      

Rp. 143.722.000,00 menjadi Rp. 113.722.000,00 

2) Semula belanja kegiatan Pameran Hari Jadi sebesar Rp. 

25.000.000,00 menjadi tidak dialokasikan. 

3) Semula … 
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3) Semula belanja kegiatan Pembangunan dan Peningkatan 

Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 10.673.792.500,00 

menjadi Rp. 9.623.792.500,00 

4) Semula belanja kegiatan Pendamping DAK Kegiatan 

Peningkatan Struktur Jalan sebesar Rp. 350.000.000,00 

menjadi tidak dialokasikan. 

d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:  

1) Semula belanja kegiatan Rapat Rapat Kordinasi dan 

Konsultasi Dalam dan Luar Daerah sebesar                       

Rp. 300.000.000,00 menjadi Rp. 240.000.000,00 

2) Semula belanja kegiatan Dukungan Pelaksanaan 

PHBN/PHBI dan Hari Jadi Kota Cilegon sebesar                         

Rp. 34.880.000,00 menjadi Rp. 18.280.000,00 

3) Semula belanja kegiatan Penghijauan Koridor kota sebesar 

Rp. 2.780.000.630,00 menjadi Rp. 1.580.000.630,00 

4) Semula belanja kegiatan Peningkatan/Penataan Sarana 

Arsitektur Kota (Prioritas Daerah) sebesar                             

Rp. 3.000.000.000,00 menjadi Rp. 2.549.930.000,00 

5) Semula belanja kegiatan Pemasangan Pavling Jalan 

Lingkungan sebesar Rp. 2.510.000.000,00 menjadi tidak 

dialokasikan. 

e. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari: 

1) Semula belanja kegiatan  Rapat-rapat Kordinasi dan 

Konsultasi Dalam dan Luar Daerah sebesar               

Rp. 185.000.000,00  menjadi Rp. 148.000.000,00 

2) Semula belanja kegiatan Pameran Hari Jadi sebesar                   

Rp. 23.100.000 menjadi tidak dialokasikan. 

f. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:  

1) Semula belanja kegiatan Penyediaan Jasa Promosi                     

dan propaganda sebesar Rp. 17.000.000,00 menjadi                   

Rp. 8.000.000,00 

2) Semula belanja kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan 

Konsultasi Dalam dan Luar daerah sebesar                       

Rp. 101.000.000,00 menjadi Rp. 80.800.000,00 

g. Dinas Sosial yaitu semula belanja kegiatan Rapat-rapat 

Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah sebesar             

Rp. 306.900.000,00 menjadi Rp. 245.520.000,00 

h. Dinas Tenaga Kerja terdiri dari:  

1) Semula belanja kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan 

Konsultasi Dalam dan Luar daerah sebesar                      

Rp. 150.000.000,00 menjadi Rp. 120.000.000,00 

2) Semula … 
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2) Semula belanja kegiatan Pengembangan BLK sebesar               

Rp. 4.149.400.000,00 menjadi tidak dialokasikan. 

i. Dinas DP3AKB  terdiri dari :  

1) Semula belanja kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan 

Konsultasi Dalam dan Luar daerah sebesar                         

Rp. 390.064.416,00 menjadi Rp. 313.051.533,00 

2) Semula belanja kegiatan Dukungan Pelaksanaan 

PHBN/PHBI dan Hari Jadi Kota Cilegon sebesar                 

Rp. 34.400.000,00 menjadi Rp. 21.400.000,00 

j. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari :  

1) Semula belanja kegiatan Penyediaan Jasa dan Propaganda 

sebesar Rp. 80.000.000,00 menjadi Rp. 70.000.000,00 

2) Semula belanja kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan 

Konsultasi Dalam dan Luar daerah sebesar                     

Rp. 480.000.000,00 menjadi Rp. 384.000.000,00 

3) Semula belanja kegiatan Pameran Hari Jadi sebesar                

Rp. 38.750.000,00 menjadi tidak dialokasikan. 

k. Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari : 

1) Semula belanja kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Gedung kantor Sebesar Rp. 34.000.000,00 menjadi tidak 

dialokasikan. 

2) Semula belanja kegiatan Dukungan Pelaksanaan 

PHBN/PHBI dan Hari Jadi Kota Cilegon Sebesar                    

Rp. 183.275.000,00 menjadi Rp. 163.525.00,00 

3) Semula belanja kegiatan Pengamanan Kebersihan Kegiatan 

Khusus Daerah Sebesar Rp. 200.000.000 menjadi                    

Rp. 169.910.000,00 

4) Semula belanja kegiatan Pembangunan Trans Sebesar              

Rp. 400.000.000,00 menjadi Rp. 300.000.000,00 

l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu semua 

belanja kegiatan  Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam 

dan Luar daerah sebesar Rp. 209.666.000,00 menjadi                

Rp. 148.082.800,00 

m. Dinas Perhubungan terdiri dari : 

1) Semula belanja kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan 

Konsultasi Dalam dan Luar daerah sebesar                           

Rp. 200.000.000,00 menjadi Rp. 123.813.505,00 

2) Semula belanja kegiatan Dukungan Pelaksanaan 

PHBN/PHBI dan Hari Jadi Kota Cilegon sebesar                

Rp. 69.400.000,00 menjadi Rp. 26.000.000,00 

3) Semula … 
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3) Semula belanja kegiatan Pemasangan dan Pengadaan 

Tiang PJU sebesar Rp. 1.699.400.000,00 menjadi                

Rp. 100.000.000,00 

n. Dinas Komunikasi dan Informatika Sandi dan Statistik terdiri 

dari: 

1)  Semula belanja kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan 

Konsultasi Dalam dan Luar daerah Sebesar                    

Rp. 306.613.516,00 menjadi Rp. 245.290.516,00 

2) Semula belanja kegiatan Pameran Hari jadi Sebesar                

Rp. 30.000.000,00 menjadi tidak dialokasikan. 

o. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil terdiri dari:  

1) Semula belanja kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan 

Konsultasi Dalam dan Luar daerah sebesar                       

Rp. 551.300.000,00 menjadi Rp. 525.490.000,00 

2) Semula belanja kegiatan Pameran Hari jadi sebesar              

Rp. 43.775.000,00 menjadi tidak dialokasikan. 

p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terdiri dari:  

1) Semula belanja kegiatan Rapat-rapat Kordinasi                     

dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah sebesar              

Rp. 551.113.720,00 menjadi Rp. 440.890.976,00 

2) Semula belanja kegiatan Pameran Hari jadi sebesar              

Rp. 51.700.000,00 menjadi tidak dialokasikan. 

q. Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu semula belanja kegiatan  

Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah 

sebesar Rp. 245.769.887,00 menjadi Rp. 196.616.910,00 

r. Dinas perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari: 

1) Semula belanja kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan 

Konsultasi Dalam dan Luar daerah sebesar                          

Rp. 167.000.000,00 menjadi Rp. 133.600.000,00 

2) Semula belanja kegiatan Pameran Hari Jadi sebesar                

Rp. 15.877.000,00 menjadi tidak dialokasikan. 

s. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari: 

1) Semula belanja kegiatan Misi Kesenian Daerah sebesar            

Rp. 240.000.000,00 menjadi tidak dialokasikan. 

2) Semula belanja kegiatan Sarasehan Bahasa Jawa Banten 

Dialek jawa Cilegon sebesar Rp. 127.000.000,00 menjadi 

tidak dialokasikan. 

3) Semula belanja kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan 

Konsultasi Dalam dan Luar daerah sebesar                         

Rp. 255.000.000,00 menjadi Rp. 204.000.000,00 

4) Semula … 
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4) Semula belanja kegiatan Cilegon Etnik Carnival sebesar          

Rp. 550.000.000,00 menjadi Rp. 1.450.000,00 

t. Dinas perdagangan dan Perindustrian terdiri dari :  

1) Semula belanja kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan 

Konsultasi Dalam dan Luar daerah sebesar                       

Rp. 458.997.668,00 menjadi Rp. 357.198.135,00 

2) Semula belanja kegiatan Bazar Murah sebesar                        

Rp. 600.000.000,00 menjadi Rp. 34.500.000,00 

u. Sekertariat Daerah pada Bagian Pemerintahan terdiri dari: 

1) Semula belanja kegiatan monitoring dan evaluasi 

penyelenggaraan PATEN sebesar Rp. 100.000.000,00 

menjadi Rp. 46.500.000,00 

2) Semula belanja kegiatan evaluasi Perkembngan Kelurahan 

sebesar Rp. 130.000.000,00 menjadi Rp. 52.230.000,00 

3) Semula belanja kegiatan Pembinaan dan Monitoring 

Penyelenggaraan pemerintah Kelurahan sebesar                   

Rp. 50.000.000,00 menjadi Rp. 30.800.000,00 

4) Semula belanja Kegiatan Penataan Batas daerah /Rupa-

rupa Bumi /Toponimi sebesar Rp. 50.000.000,00 menjadi 

tidak dialokasikan. 

v. Sekertariat Daerah pada Bagian Organisasi dan Reformasi 

Birokrasi  yaitu semula belanja kegiatan Survey Kepuasan 

sebesar Rp. 275.800.000,00 menjadi Rp. 141.500.000,00 

w. Sekertariat Daerah pada Bagian Umum terdiri dari :  

1) Semula belanja kegiatan Rapat-rapat Kordinasi                         

dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah sebesar                        

Rp. 3.688.872.483,00 menjadi Rp. 2.951.097.987,00 

2) Semula belanja kegiatan Dukungan Pelaksanaan 

PHBN/PHBI dan Hari Jadi Kota Cilegon sebesar                      

Rp. 913.785.000,00 menjadi Rp. 613.785.000,00 

3) Semula belanja kegiatan Pameran Hari Jadi sebesar                 

Rp. 32.500.000,00 menjadi Rp. 10.460.000,00 

x. Sekertariat Daerah pada Bagian Pengadaaan Barang dan Jasa 

terdiri dari: 

1) Semula belanja kegiatan Sosialisasi Pengadaan Barang dan 

Jasa sebesar Rp. 77.565.000,00 menjadi Rp. 69.350.000,00 

2) Semula belanja kegiatan Pengembangan E-katalog Lokal 

sebesar Rp. 22.920.000,00 menjadi Rp. 2.400.000,00 

3) Semula belanja kegiatan Optimalisasi Dukungan 

Pelayangan Barang dan jasa sebesar Rp. 193.544.870,00 

menjadi Rp. 101.744.870,00 

4) Semula … 
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4) Semula belanja kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan 

E-procurement Kota Cilegon sebesar Rp. 165.066.000,00 

menjadi Rp. 152.655.000,00 

5) Semula belanja kegiatan Perumpunan paket pengadaan 

untuk konsolidasi Pengadaan barang dan Jasa sebesar          

Rp. 80.875.000,00 menjadi Rp. 41.375.000,00 

y. Sekertariat DPRD terdiri dari : 

1) Semula belanja kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan 

dan Anggota DPRD sebesar Rp. 5.035.000.000,00 menjadi 

Rp. 4.535.000.000,00 

2) Semula belanja kegiatan Kunjungan Kerja DPRD (Study 

Banding) untuk sebesar Rp. 5.020.200.600,00 menjadi           

Rp. 3.770.200.600,00 

3) Semula belanja kegiatan Pameran Hari Jadi sebesar        

Rp. 45.009.000,00 menjadi tidak dialokasikan. 

4) Semula belanja kegiatan Penyusunan LAKIP sebesar           

Rp. 40.000.000,00 menjadi Rp. 19.100.000,00 

5) Semula belanja kegiatan Penyusunan LPPD OPD sebesar 

Rp. 54.540.450,00 menjadi Rp. 15.210.000,00 

6) Semula belanja kegiatan Rapat-rapat Kordinasi di Luar 

Daerah sebesar Rp. 6.311.944.215,00 menjadi                 

Rp. 4.411.944.215,00 

7) Semula belanja kegiatan Rapat Pembahasan LKPJ oleh 

Pansus sebesar Rp. 646.387.000,00 menjadi                      

Rp. 446.387.000,00 

8) Semula belanja kegiatan Rapat Kajian dan Pembahasan 

Prolegda dan LKPJ sebesar Rp. 1.590.050.000,00 menjadi 

Rp. 1.490.050.000,00 

9) Semula belanja kegiatan Kunjungan Kerja DPRD (Study 

Banding) Baperdakot sebesar Rp. 2.515.350.000,00 menjadi 

Rp. 1.815.350.000,00 

10) Semula belanja kegiatan Kunjungan Kerja DPRD (Study 

Banding) Badan Anggaran DPRD sebesar                             

Rp. 3.000.009.200,00 menjadi Rp. 2.650.009.200,00 

11) Semula belanja kegiatan Kunjungan Kerja DPRD (Study 

Banding) Badan Kehormatan dan Komisi DPRD Kota 

Cilegon sebesar Rp. 6.267.454.600,00 menjadi                        

Rp. 6.067.454.600,00 

z. Kecamatan Cilegon yaitu semula belanja kegiatan Dukungan 

Penyelenggaraan PHBI dan PHBN sebesar Rp. 170.000.000,00 

menjadi Rp. 143.100.000,00 

aa.  … 
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aa. Kelurahan Ciwaduk terdiri dari : 

1) Semula belanja kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas 

kehidupan Pemasyrakatan Kelurahan sebesar                       

Rp. 110.000.000,00 menjadi Rp. 96.625.000,00 

2) Semula belanja kegiatan Dukungan kelurahan sebesar              

Rp. 50.000.000,00 menjadi Rp. 32.525.000,00 

bb. Kelurahan Ketileng terdiri dari :  

1) Semula belanja kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas 

kehidupan Pemasyrakatan Kelurahan sebesar                         

Rp. 110.000.000,00 menjadi Rp. 96.125.000,00 

2) Semula belanja kegiatan Dukungan kelurahan Sehat 

sebesar Rp. 50.000.000,00 menjadi Rp. 44.900.000,00 

cc. Kelurahan Ciwedus terdiri dari :  

1) Semula belanja kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas 

kehidupan Pemasyrakatan Kelurahan sebesar                      

Rp. 110.000.000,00 menjadi Rp. 97.650.000,00 

2) Semula belanja kegiatan Dukungan Kelurahan Sehat 

sebesar Rp. 50.000.000,00 menjadi Rp. 43.975.000,00 

dd. Kecamatan Cibeber yaitu semula belanja kegiatan 

Pemeliharaan Rutin / berkala gedung Kantor sebesar                        

Rp. 204.948.000,00 menjadi Rp. 88.380.850,00 

ee. Kecamatan Pulo Merak yaitu semula belanja kegiatan Rapat-

rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan Luar daerah sebesar 

Rp. 24.050.000,00 menjadi Rp. 21.350.000,00 

ff. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  terdiri dari : 

1) Semula belanja kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan 

konsultasi dalam dan Luar daerah sebesar                          

Rp. 125.000.000,00 menjadi Rp. 100.000.000,00 

2) Semula belanja kegiatan Pameran hari jadi sebesar                    

Rp. 22.895.000 menjadi tidak dialokasikan. 

gg. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu semula belanja 

kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan   

Luar daerah sebesar Rp. 330.000.000,00 menjadi                        

Rp. 264.000.000,00 

hh. Inspektorat Daerah yaitu semula belanja kegiatan Rapat-rapat 

kordinasi dan konsultasi dalam dan Luar daerah sebesar               

Rp. 274.000.000,00 menjadi Rp. 219.200.000,00 

ii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari: 

1) Semula belanja kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan 

konsultasi dalam dan Luar daerah sebesar                       

Rp. 650.000.000,00 menjadi Rp. 520.000.000,00 

2) Semula … 
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2) Semula belanja kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD 

sebesar Rp. 383.375.000,00 menjadi Rp. 185.375.000,00 

jj. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari: 

1) Semula belanja kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan 

konsultasi dalam dan Luar sebesar Rp. 1.399.600.750,00 

menjadi Rp. 1.099.600.750,00 

2) Semula belanja kegiatan Pameran Hari Jadi sebesar                

Rp. 245.270.000,00 menjadi Rp. 199.140.000,00 

3) Semula belanja kegiatan Bintek Tentang Akuntansi sebesar 

Rp. 72.562.000,00 menjadi tidak dialokasikan. 

4) Semula belanja kegiatan Penyusunan Laporan Intern 

Realisasi Anggaran sebesar Rp. 241.976.875,00 menjadi   

Rp. 213.976.875,00 

5) Semula belanja kegiatan Penyusunan Laporan keuangan 

pemerintah daerah sebesar Rp. 201.570.000,00 menjadi   

Rp. 183.570.000,00 

6) Semula belanja kegiatan Penyusunan pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Kota Cilegon sebesar                          

Rp. 177.220.000,00 menjadi Rp. 139.720.000,00 

7) Semula belanja kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi WP 

Daerah Yang Lunas Pajak sebesar Rp. 420.550.000,00 

menjadi Rp. 340.369.000,00 

8) Semula belanja kegiatan Sistem Pengendalian dan 

Pengawasan Pengenaan Pajak Daerah sebesar                        

Rp. 430.135.688,00 menjadi Rp. 311.400.000,00 

9) Semula belanja kegiatan Pemeriksaan Objek dan Subjek 

Pajak Daerah sebesar Rp. 219.150.680,00 menjadi                     

Rp. 141.750.680,00 

10) Semula belanja kegiatan Pengadaan Kendaraan Sarana 

Mobilitas sebesar Rp. 1.765.300.000,00 menjadi tidak 

dialokasikan 

kk. Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yaitu semula 

belanja kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam 

dan Luar daerah sebesar Rp. 1.025.607.092,00 menjadi                

Rp. 820.485.674,00 

ll. Sekertariat Korpri yaitu semula belanja kegiatan Rapat-rapat 

kordinasi dan konsultasi dalam dan Luar daerah sebesar                

Rp. 240.601.211,00 menjadi Rp. 192.480.969,00 

4. Uraian … 
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4. Uraian lebih lanjut atas rincian perubahan kebutuhan belanja 

dari Penjadwalan Ulang Capaian Program dan Kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam lampiran 

Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota Cilegon ini dengan menempatkannya dalam 

Berita Daerah Kota Cilegon. 

 

Ditetapkan di Cilegon 

pada tanggal 22 April 2020 

WALI KOTA CILEGON, 

ttd 

EDI ARIADI 

 

Diundangkan di Cilegon 
pada tanggal  22 April 2020 
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